I AN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : Kpts.16/DPRD/XI/2025
TENTANG

PERSETUJUAN PENGESAHAN:3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN

Menimbang

Mengingat

PESANTREN, PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN RANPERDA TENTANG PENATAAN DAN

PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten
Kampar tentang Penyelenggaraan Pesantren, Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta
Penatakelolaan Pasar Modern dan Ritel, telah selesai dibahas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar, dipandang
perlu  mendapatkan persetujuan yang ditetapkan dengan
Keputusan DPRD Kabupaten Kampar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Kampar
tentang Persetujuan Pengesahan 3 (tiga) Rancangan Peraturan
Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kampar;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom  Kabupaten dalam  Lingkungan  Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Repulik Indonsesia Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah
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10.

diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indoesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar
di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6964);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5104);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor: Kpts.724/X/2014
tanggal 14 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

11. Keputusan Gubernur Propinsi Riau Nomor: Kpts.157/ XII/2015
tanggal 21 Desember 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan
Pengangkatan Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kampar;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaen Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun
2017 Nomor 2)

13. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten
Kampar Tahun 2022 Nomor 51); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1
Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar (Berita
Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2025 Nomor 28).

Hasil Rapat P;u‘ipurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kampar tanggal 17 November 2025 dengan agenda
Penetapan Propemperda Tahun 2026, Penetapan Rencana Kerja
DPRD Tahun 2026 dan Penyampaian Laporan Panitia Khusus
DPRD Kabupaten Kampar terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan
Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KAMPAR TENTANG PENGESAHAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR.

Menyetujui Pengesahan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah
Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar untuk
ditindak lanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan;

: Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU adalah sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

2. Ranperda tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

3. Ranperda tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

: Rancangan Peraturan Daerah sebagimana dimaksud diktum KEDUA

selanjutnya diserahkan kepada Bupati Kampar untuk penetapan dan
pengundangan secara resmi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Kampar;



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 17 November 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR
Ketua

AHMAD TARIDI



